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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJAL ENGKA
NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG

[ZIH PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DN (PALID)
TAMAN KANAK-KANAK (TX } RADEN DEW1 SARTIKA
DESA ANDIR KECAMATAN JATRWANC] KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENDITHKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang :© a.  balwa memperhatikan surat Kepala Taman Kanak-Kanak [T} RADEN DEWI
SARTIKA Desa Andir Kecomatan Jaliwangi Kabupaten Majalengka Nomor
21 1N0-TERDSAANT tanggal 23 Januan 2017 perhal Permohonan
Perpanjangan ljin Operasional, sural Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan
Kecamatan Jaliwangi Momor 421/25-UPTD Pendidikan tanggal 31 Januari 2017
sexta berdasarkan hasil venfkasi Admimstrast dan peninjauan lapangan oleh

I'm Vemikasi Penyelonggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUL) Dinas
Pendidikan Kabupaten Majalongka.

b. bhatwwa berdasarian pada perdimbangan hurup a dan b serta sesuai dengan
kelentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor ) Talum 2003 tenlang Sistemn
Pendidikan Masional, dipandang peru diterbitkan i@n penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini (FAULY) Taman Kanak-Kanak (TK) RADEN DEWI
SARTIFA Desa Andir Hecamalan Jatiwangi Kabupaten Majalengka yang
ditelapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupalen Majalengha.

Mengingat » 1. Undang-Undang Momor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupelen Dalam lingkungan Provinsi Jawa Baral (Berita Negam Repubdk
Indonesia Tahun 1950), sebagaimana felah diubsh dengan Undang-Undang
MNoma 4 Tahun 1968 lentang Pembenfukan Kabupalen Purwakaria dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
ientang Pembentutan Daemh-Daemh Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi

Jawa Baral [Lembaran Megara Republik Indonesia Tehun 1968 Momor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2 Undong-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tenlang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ~.\M

n

3. Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 lenlang Pemedntahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagammana tedah diubah
beberapa kali terakhir dengan Uindang-Undang Momor 9 Tahun 2015 tentang
Penuibchan Kedua atas Undang-lndang Nomor 23 Tahun 2014 teniang
Pemerintah Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tatwn 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Momor 5679)




4,

10.

11.

12

Peraturan Pemeniniah Nomor 19 Tahun 2005 lentang Standar MNasiooal
Pencidikan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 205 Nomor
41 Tambahan Lembaran Megara Repeblk Indonesia  Nomor  4496G)
sehagaimana telah diubsh beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Momor 13 Tabun 2015 lantang Perubahan Kedua slas Peraturan Pemenntah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Slandar Nasional Pendidikan {Lembaran Negara
Repubi% Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambshan Lembaran Negam
Repubiik Indonesia Momor 5670);

Pefaiuran Pemerintah Momor 38 Tahun 2007 Tentang Pembedgian Urusan
Pemerintah antara Pemedintah, Pemeriniah Daerash Provinsi dan Pemerintah
Kabupaienfola (Lembaran Megara Republk Indonesia Tahun 2007
Momor B2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Paraturan Pemerintah Momor 41 Tahun 2007 Teatang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia Tatun 2007 Nomor 89,
Tamhahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 47:0);

Peraturai Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4564);

Peraturan Pemerintah Momor 17 Tahun 2010 tentang Pengelodaan  dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Megara Republik Indonesia Tabun
210 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105
sebagaimana telah divbah dengan Peraluran Pemertintah Nomor 66 Tahun
2010 tentang Penubahan atas Peraturan Pemesintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negam
Repubik Indonesia Tahun 2010 Momor 112, Tambahan Lembaran Negera
Republik Indonesia Nomor 5157):

Peratiran Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Momor 58 Tahun
2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Menlen Pendidikan dan Kebudaysan Republik Indonesia Nomor 81
Tahun 2013 Tentang Pendiiian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negarm
Republik Indonasia Tahun 2013 Momor 877), sebagaimana teizh divbah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84
Tahun 2014 lentang Pendifan Satwan Pendidikan Anak Usia Dini {Berta
Menara Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1275)

Peraturan Daerah Kabupalen Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang

Urusan Pemernish Daersh Kabupalen Majalengka (Lembaran Daersh

Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Momaor 1);

Peraturan Daersh Kabupaien Majglengka Nomor 10 Tahun 2008 Tentang
Organisasi Perangkat Daersh Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Momor 10) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Deersh Kabupalen Majalengka Nomor 8 Tahun 201
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Organisasi Perangkal Doacrah Kabupalen Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majatengka Tahun 2011 Nomer 8),



MEMUTUSKAN

KESATU . Memberkan @in penyelenggaraan Pendidkan Anak Usia Dini (PAUD) Taman
Kanak-Kanak {TK] RADEN DEW! SARTIFA Desa Andir Kecamatan Jatiwangi
Kabeipaten Magalengka dengan ketentuan sebagai badkut

1. Ment2ati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaky;

2. Dalam hal melaksanakan proses Kegiatan Belajar Mengajar dan Kurikulum yang
digunakan mengikuli petunjuk dan aturan yang beraku.

3. Penyeleniggara  berkewajiban  menyampakan  lapocan  tertdis - mengena
perkembangan lembaga sefiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Majalengka;

4. Segala fasifitas dan kelenghapan yeng menjadi syarathkelmncaran berdinnya
Lembaga Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) lermaksud Tenaga Pendidik
meitjadi ianggungiawab YayasanPenyelenagara.

KEIRIA : [zin sebagaimana dimaksed dalam diktum KESATU bedaku selama memenuhi
ketentuan dan dievaluasi sefiap tahun, apabila teqgadi pelanggaran terhadap
ketertuan-kelentuan  pelaksanaan  penyelengaraan Taman Kanak-Kanak (TK)
lersebut, maka izin penyeslenggaaan Taman Kanak-Kanak [TK] ini akan dicabut.

KETIGA : Dengan berdakumya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Majalengka Nomor 138 TAHUN 2014 tanggal 28 Apdl 2014 dicabut dan
dinyatakan tidak beraku.

KEEMPAT : Keputusen ini bedaku sejsk tanggal ditetapkan dengan ketemiuan apabila

dikemudian han terdapal kekefiruan dan atau kesalshan didalamnya akan diadakan
perbaikan ataus perubshan sebagaimana mestinya.

Diletapkan di Majalengka .
Pada Tanggad 22 ’?@P{;mw ﬁlﬁ!’}
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Tembusan -

1. Yih. Bupati Majalengka;
2 Yilh. Direktur Pembinaan PAUD Dxfien PALD dan DIKMAS Kemendikbud di Jakaria;
3. Yth. Kepala Dinas Perdidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;

4. Yth. Kepala UFTD Pendidikan Kecamatan Jaltwandg.



